BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR   23   TAHUN 2005
T E N T A N G

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH PADA TINGKAT PENGECER DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa minyak tanah merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting, sehingga perlu diatur harga jualnya pada tingkat pengecer di Kabupaten Bantul;

b. bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2005 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi  Minyak Tanah di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, serta untuk menertibkan harga jual minyak tanah pada tingkat pengecer di Kabupaten Bantul, maka perlu  menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi  (HET) Minyak Tanah  di Kabupaten Bantul;



	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Kenaikan/Penyesuaian Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;

5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2005 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi  Minyak Tanah di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;



	
	M E M U T U S K A N  :



	Menetapkan  :
	HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH PADA TINGKAT PENGECER DI KABUPATEN BANTUL




Pasal 1

Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah pada tingkat pengecer di luar pangkalan di Kabupaten Bantul, sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah pada tingkat pengecer di luar pangkalan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 hanya berlaku untuk kebutuhan rumah tangga.
Pasal 3

Pengawasan terhadap penyaluran serta pengamanan harga minyak tanah pada tingkat pengecer di luar pangkalan di Kabupaten Bantul ditugaskan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul beserta instansi terkait lainnya..

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,

pada tanggal 26 Oktober 2005
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor       5         Tahun 2006

Tanggal 26 Oktober 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc, MMA

(Pembina Utama Muda, IV/c)

NIP. 490017858
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